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Abstrak 
Pengiriman paket oleh Pos Indonesia dilakukan dengan adanya perjanjian antara 
Pos Indonesia dengan pengirim. Dalam perjanjian pengiriman itu apabila salah 
satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, maka terjadi tanggung jawab hukum 
antara pengirim dan Pos Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan: 
a) untuk megetahui bagaimana proses perjanjian pengiriman paket antara Pos 
Indonesia dengan pengirim; b) untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab 
hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan 
hukum; c) untuk mengetahui tanggung jawab hukum bila salah satu pihak 
melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif karena yang akan 
diteliti adalah aspek  hukum atau kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung 
jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman 
paket sehingga dapat diketahui legalitas tanggung jawab hukum antara Pos 
Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman paket. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Deskriptif.  Dengan 
menggunakan jenis penelitian tersebut penulis akan menggambarkan secara jelas 
dan teliti serta menyeluruh sistematis tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam 
pengiriman paket. Hasil dari penelitian ini adalah proses perjanjian pengiriman 
paket dari sebelum perjanjian pengiriman paket yang dilakukan dengan langkah 
awal pengirim datang ke kantor Pos Indonesia untuk melakukan pengiriman 
paket, lalu pengirim membaca dan memahami isi formulir pengiriman yang telah 
disediakan pihak Pos Indonesia dan memenuhi syarat perjanjian sesuai pasal 1320 
KUHPerdata. Setelah membaca dan memahami lalu ketahap saat perjanjian 
dilakukan. Pada tahap ini apabila pengirim setuju dengan isi perjanjian maka 
pengirim dapat bertanda tangan dikolom yang telah disediakan. Setelah itu maka 
kedua pihak dinyatakan sepakat untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. 
Kesepakatan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1320 (1) KUHPerdata. Tahap 
terakhir setelah terjadinya perjanjian maka timbullah hubungan hukum antara 
kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban, kedua pihak harus 
mentaati peraturan yang berlaku dalam perjanjian pengiriman paket. Hubungan 
hukum antara kedua pihak diatur dalam pasal 1338KUHPerdata. Hubungan 
hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Hak pengirim antara lain mendapatkan 
ganti rugi sedangkan kewajibannya mengiri formulir pengirim degan baik dan 
benar. Lalu hak Pos Indonesia menerima pembayaran pengiriman paket yang 
sesuai dengan kesepakatan sedangkan kewajibannya memberikan ganti rugi 
apabila pihak Pos Indonesia melakukan kesalahan. Dari hak dan kewajiban maka 
timbullan tanggung jawab hukum. Apabila salah satu pihak tidak melakukan hak 
dan kewajiban maka wajib melakukan tanggung jawab hukum berdasar waprestasi 
sedangkan apabila tidak melakukan pengiriman paket sesuai degan peraturan 
maka wajib bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. 
 





The delivery of packages by Pos Indonesia is carried out with an agreement 
between Pos Indonesia and the sender. In the delivery agreement, if one of the 
parties does not carry out the agreement, then there will be legal responsibility 
between the sender and Pos Indonesia. Therefore, in this study aims: a) to know 
how the process of the package delivery agreement between Pos Indonesia and the 
sender; b) to find out what is the legal responsibility if one of the parties is in 
default or acts against the law; c) to find out the legal responsibility if one of the 
parties is in default or acts against the law. The approach method used in this 
research is the Normative Approach because what will be examined is legal 
aspects or legal principles, legal principles in legal responsibility between Pos 
Indonesia and the sender in delivering packages so that the legality of legal 
responsibility between Pos Indonesia and the sender can be seen. in delivering 
packages. The type of research used in this research is descriptive research. By 
using this type of research, the writer will describe clearly and thoroughly and 
thoroughly the legal responsibilities of Pos Indonesia in sending packages. The 
result of this research is the package delivery agreement process from before the 
package delivery agreement is carried out with the first step the sender comes to 
the Indonesian Post office to deliver the package, then the sender reads and 
understands the contents of the delivery form provided by Pos Indonesia and 
meets the terms of the agreement according to the article. 1320 Civil Code. After 
reading and understanding then the stage when the agreement is made. At this 
stage, if the sender agrees with the contents of the agreement, the sender can sign 
in the column provided. After that, both parties agreed to fulfill the contents of the 
agreement. The agreement in the agreement is regulated in article 1320 (1) of the 
Civil Code. The last stage after the agreement occurs, a legal relationship arises 
between the two parties which gives rise to rights and obligations, both parties 
must obey the applicable regulations in the package delivery agreement. The legal 
relationship between the two parties is regulated in article 1338 of the Civil Code. 
Legal relationships give rise to rights and obligations. The right of the sender, 
among others, is to receive compensation, while the obligation to submit the 
submission form is correct and correct. Then the right of Pos Indonesia to receive 
payment for package delivery in accordance with the agreement, while its 
obligation to provide compensation if the Pos Indonesia party makes a mistake. 
From rights and obligations, legal responsibility arises. If one party does not 
exercise rights and obligations then it is obliged to carry out legal responsibility 
based on achievement, whereas if it does not deliver packages according to the 
regulations then it is obliged to be responsible based on an illegal act. 
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1. PENDAHULUAN 
Di Indonesia pengiriman barang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Jasa 
pengiriman paket berupa barang juga sudah banyak macamnya. Seperti contohnya 
TIKI, JNE, J&T, WAHANA, SICEPAT, dsb. Tetapi sebelum berbagai macam 
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jasa pengiriman paket yang saat ini tersedia,di Indonesia awalnya memakai jasa 
Pos Indonesia untuk mengirima paket berupa barang ataupun untuk mengirim 
uang. Pos Indonesia sangat diandalkan untuk mengirim paket untuk orang lain 
diberbagai daerah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 
pengertian Pos itu sendiri adalah layanan komunikasi  dan/atau surat elektronik, 
layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, serta layanan 
keagenan pos untuk kepetingan umum. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 15 
Tahun 2013, menyatakan Pos merupakan wujud serta fungsi pengangkutan yang 
berupa pemindahan barang ataunorang dari satu tempat ke tempat yang lain, 
dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa.  
Pos Indonesia adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Indonesia yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. 
Saat ini, bentuk badan usaha PT. Pos Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut PT. 
Pos).
 
Pos Indonesia memiliki visi dan misi tersendiri. Visi tersebut adalah menjadi 
pilihan uatama layanan logistik dan jasa keuangan. Sedang misinya adalah 
Memberikan solusi layanan logistik e-commerce yang kompetitif, Menjalankan 
fungsi designated operator secara profesional dan kompetitif, Memberikan solusi 
jasa layanan keuangan terintegrasi yang  kompetitif  dalam  rangka  mendukung 
financial inclusion berbasis digital, Memberikan solusi layanan dokumentasi dan 
otentikasi digital yang kompetitif. Selain visi dan misi yang ingin dicapai, Pos 
Indonesia juga memiliki berbagai macam layanan produk untuk medukung 
kelancaran pengiriman paket, antara lain: 
Pos Express, Layanan Pos Indonesia yang menjadi unggulan karena 
pengiriman yang aman dan cepat dengan jangkauan luas keseluruh Indonesia. 
Layanan ini dapat dipilih untuk pengiriman dokumen, surat, ataupun paket barang. 
Pos Kilat Khusus, Keunggulan layanan ini adalah adanya jaminan dan 
asuransi penggantian untuk barang yang rusak atau hilang. Tersedia layanan pick 
up servise untuk pelanggan khusus,meiliki fitur lacak status kiriman. 
Pos Jumbo Ekonomi, layanan ini merupakan  layanan  pos  yang  kiriman  
Pos dengan tarif berdasar berat pertama 3kg dan satu kilo berukutnya sampai 
dengan berat maksimal 30kg. Waktu  pengiriman  maksimal 14 hari. Terdapat 
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juga bukti resi, jaminan ganti rugi, jejak lacak, dan adanya biaya tambahan untuk 
beberapa daerah. 
Layanan Reguler, Layanan pengiriman dokumen dan barang domestik 
standar dengan jaringan terluas, melayani tujuan lokal, regional dan nasional. 
Waktu penyeahan maksimal 14 hari. Surat sampai dengan 2kg dan menggunakan 
prangko, paket sampai degan 2kg dan diberi resi, adanya jaminan ganti kerugian. 
Kargo terdiri atas Kargo Ritel Train dan Kargo Ritel Udara Dalam Negeri.  
Kargo Ritel Train merupakan layanan pengiriman kargopos dalam negeri yang 
pengirimannya melalui transportasi kereta api degan jalur yang telah disepakati 
POS dengan KALOG. Keunggulan layanan adanya resi,ganti rugi,jejak lacak. 
Berat paket mulai dari 5 kg sampai 70 kg. Sementara  kargo ritel udara dalam 
negeri. Jangkauan nasional terbatas, resi menggunakan resi IPos. 
Perjanjian pengiriman paket dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam 
perjanjian pengiriman paket tersebut Pos Indonesia selaku pelaku usaha telah 
membuat syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya didalam ketetuan yang 
ada. Saat sebelum melakukan proses pengiriman barang,pos indonesia 
memberikan formulir yang telah ditentukan isinya oleh pos indonesia dan 
pengirim tinggal memutuskan menerima atau tidak ketentuan yang dibuat oleh 
Pos Indonesia. Karena perjanjian tersebut ditetukan sepihak oleh Pos Indonesia 
maka perjanjan tersebut digolongkan perjanjian standar. Perjanjian standar 
sendiri memiliki pegertian yaitu perjanjian yang isinya telah ditentukan serta 
dituangkan dalam formulir. 
Dalam perjanjian pengiriman paket tersebut dilakasanakan berdasar asas 
kebebasan berkontrak konsumen atau pengirim berhak memilih setuju atau tidak 
dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pos Indonesia tersebut. Apabila setuju 
pengirim dapat melakukan perjanjian pengiriman paket dengan Pos Indonesia. 
Perjanjian antara Pos Indonesia dengan pengirim dilakukan dimana pengirim 
harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pos Indonesia lalu 
menandatangani formulis tersebut. Akibat dari persetujuan timbullah hubungan 
hukum antara kedua belah pihak lalu menibulkan hak dan kewajiban. Apabila 
ada salah satu yang  bersalah maka ia harus memberi tanggungjawab, bila 
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kesalahan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan maka ia 
harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika kesalahan tersebut 
bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku maka ia harus  
bertanggung jawab berdasar perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pos 
Indonesia atau pengirim yang bersalah harus bertanggung jawab  mengganti 
kerugian.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertaik untuk melakukan 
penelitian degan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA POS 
INDONESIA DENGAN PENGIRIM DALAM MELAKUKAN 
PENGIRIMAN PAKET ”. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif karena yang akan diteliti adalah aspek  hukum atau kaidah hukum, asas-
asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim 
dalam melakukan pengiriman paket sehingga dapat diketahui legalitas tanggung 
jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan 
pengiriman paket. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Pengiriman Paket antara Pos Indonesia dengan 
Pengirim 
Proses dalam perjanjian pengiriman paket  oleh Pos Indonesia dilakukan melalui 3 
tahap yaitu: 
3.1.1 Sebelum perjanjian pengiriman paket dilakukan 
Langkah awal dalam melakukan pengiriman paket adalah  pengirim datang 
ke kantor Pos Indonesia untuk melakukan pengiriman paket, lalu pengirim 
membaca dan memahami isi formulir pengiriman yang telah disediakan 
pihak Pos Indonesia. Dalam formulir pengiriman tersebut berisikan nama 
dan alamat pengirim yang wajib diisi, nomor telepon yang dapat 
dihubungi atau email, nama dan alamat penerima paket, nomor telepon 
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yang dapat dihubungi atau email,keterangan isi paket yang wajib diisis 
antara lain: ( jenis barang, jumlah setiap barang, terbuat dari apa, nilainya, 
harganya, negara pembuat barang tersebut, berat barang), kolom tanda 
tangan. 
Setelah memembaca dan memahami formulir pengiriman secara 
benar, pengirim juga harus memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 
KUHPerdata agar dapat melakukan perjanjian pengiriman paket.  
Adapun syarat perjanjian pengirim dan Pos terdapat pada pasal 
1320 KUHPerdata yaitu:  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
artinya apabila pihak pengirim telah mengisi dan menandatangani formulir 
pengiriman maka isi perjanjian mengikat Pos Indonesia dan pengirim dan 
harus dipenuhi; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian artinya 
dibuktikan dengan dibuatnya formulir perjanjian oleh Pos Indonesia selaku 
penyelenggara jasa layanan pengiriman paket ;  suatu hal tertentu artinya 
adanya objek perjanjian itu sendiri yaitu paket yang akan dikirimkan; 
suatu sebab yang halal artinya berarti isi dari formuli pengiriman paket 
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban 
umum.  
3.1.2 Saat Perjanjian Dilakukan 
Setelah kedua belah pihak telah memenuhi syarat, maka keduanya harus 
melakukan suatu perjanjian. Perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak 
Pos Indonesia degan pengirim. Perjanjian dibuat oleh salah satu pihak 
yaitu Pos Indonesia dengan pengirim disebut dengan perjanjian baku. 
Mengapa disebut perjanjian baku karena perjanjian tersebut isinya telah 
ditentukan sepihak oleh Pos Indonesia dan bertujuan untuk meringankan 
tanggung jawab Pos Indonesia dalam resiko proses pengiriman. 
Maka dapat dikatakan perjanjian pengiriman paket oleh Pos 
Indonesia adalah perjanjian baku, karena telah memenuhi syarat yang 
dijelaskan diatas. 
Setelah pengirim membaca perjanjian yang berisikan berisikan 
nama dan alamat pengirim yang wajib diisi, nomor telepon yang dapat 
7 
 
dihubungi atau email, nama dan alamat penerima paket, nomor telepon 
yang dapat dihubungi atau email,keterangan isi paket yang wajib diisis 
antara lain: ( jenis barang, jumlah setiap barang, terbuat dari apa, nilainya, 
harganya, negara pembuat barang tersebut, berat barang), kolom tanda 
tangan. Maka apabila pengirim setujuatas isi perjanjian tersebut maka 
pengirim dapat menandatangani perjanjian tersebut di kolom tanda tangan. 
Setelah itu maka kedua pihak dinyatakan sepakat untuk memenuhi isi 
perjanjian tersebut. Kesepakatan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1320 
(1) KUHPerdata. Dengan terjadinya kesepakatan tersebut, maka 
pengiriman paket dapat dilaksanakan. 
3.1.3 Setelah Terjadinya Perjanjian 
Setelah terjadi perjanjian maka timbullah hubungan hukum antara kedua 
belah pihak. Hubungan hukum diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata 
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi merka yang membuat”. Dari hubungan hukum itu timbullah hak dan 
kewajiban. Hak dan kewajiban antera kedua pihak diatur dalam UU No. 38 
Tahun 2009 Tentang Pos dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Peraturan yang berlaku pada pengiriman paket oleh Pos Indonesia 
adalah: Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos; Syarat sahnya 
perjanjian pasal 1320 KUHPerdata adalah : (1) kesepakatan yang 
mengikat; (2) kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) suatu hal tertentu; 
(4) klausa yang halal; Hubungan hukum pasal 1338 KUHPerdata yaitu 
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuat”; Hak dan kewajiban kedua belah pihak UU 
No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. (pasal 27-31 UU No. 38 Tahun 2009 Tentang 
Pos dan pasal 6-7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen); Tanggung jawab hukum atas wanprestasi atau perbuatan 




3.2 Hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku 
Hak dan kewajiban pengirim atau konsumen dan pos indonesia juga diatur secara 
baku pada UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Selain itu terdapat pada UU No. 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan. 
Hak pengirim antara lain yaitu: Pengguna layanan pos berhak 
mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:  kehilangan kiriman;  kerusakan isi paket;   
keterlambatan kiriman; atau   ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan 
yang diterima. (pasal 28 UU No. 38 Tahun 2009). 
Pengirim atau konsumen juga berhak mendapatkan informasi secara cepat 
dan tepat mengenai keberadaan kiriman pada saat diperlukan. Kewajiban pengirim 
antara lain: Mengisi formulir pengiriman yang sesuai dengan layanan yang dipilih 
atau diinginkan secara lengkap dan benar Pengirim memberitahu pos indonesia 
bahwa barang yang akan dikirim tidak rusak, tidak melebihi berat yang 
ditentukan, serta lengkap. Membayar biaya pengiriman sesuai dengan tarif 
layanan yang dipilih dan sesuai dengan berat barang atau paket yang akan 
dikirimkan. 
Selain pengirim atau konsumen, pihak Pos Indonesia selaku pelaku usaha 
juga memiliki hak dan kewajiban yang wajib untuk dipatuhi. Pelaku usaha adalah 
setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
Hak Pos Indonesia atau pelaku usaha antara lain: Hak untuk menerima 
pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; ( pasal 6 Huruf a UU No. 8 tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Hak untuk mendapat perlindungan 
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hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; ( pasal 6 Huruf  b UU 
No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Hak untuk melakukan 
pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
(pasal 6 Huruf  c UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). 
Sedangkan kewajiban Pos Indonesia atau pelaku usaha antara lain: 
Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh 
pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos. 
(pasal 31 (1) UU No. 38 tahun 2009 Tentang Pos). Tuntutan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan 
terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan 
manusia. ( pasal 31 (2) UU No. 38 tahun 2009 Tentang Pos). Ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai 
kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos. ( pasal 31 (3) 
UU No. 38 tahun 2009 Tentang Pos). Ganti rugi tersebut tidak ditanggung oleh 
Penyelenggara Pos apabila ( pasal 31 (4) UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos: 
kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau  kerusakan 
terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos. 
Kewajiban pos indonesia sebagai pelaku usaha juga diatur dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: 
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan; ( pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999). Memberi kompensasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; ( pasal 7 huruf f UU No. 
8 Tahun 1999). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. ( pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 1999) 
3.3 Tanggung jawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi 
atau perbuatan melawan hukum 
Dalam memberikan jasa layanan pengiriman paket Pos Indonesia tentu saja sangat 
bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat mejadi dimudahkan juga dengan 
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adannya berbagai macam layanan yang diberikan Pos Indonesia serta keberadaan 
Pos Indonesia yang meyebar hampir keseluruh wilayah Indonesia semakin 
menjadikan Pos Indonesia sebagai pemberi layanan pengiriman yang diandalkan 
masyarakat. 
Dalam hal melaksanakan perjanjian tidak semua berjalan sesuai dengan 
yang telah disepakati. Sering terjadi dari salah satu pihak melakukan kesalahan 
yang disegaja maupun tidak disengaja. Demikian dalam perjanjian Pos Indonesia 
dengan pengirim, bisa saja salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang sesuai 
dengan perjanjian sehingga dapat terjadi wanprestasi. Sesuai dengan pasal 1344 
dan 1245 KUHPerdata bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya 
sama sekali, atau memenuhi tapi terlambat, atau memenuhi tapi tidak sesuai 
dengan yang diperjanjikan, maka diwajibkan bertanggung jawab berdasarkan 
wanprestasi dengan cara memberi ganti rugi.  
Tindakan wanprestasi dapat ditemukan juga dalam proses pengiriman paket 
oleh Pos Indonesia. Tindakan yang dapat dikategorikan wanpretasi dalam 
pengiriman paket yaitu pengiriman megalami keterlambatan, rusak ataupun 
hilang, semacam itulah yang dapat merugikan salah satu pihak.  
Contoh kasus wanprestasi dalam pengiriman paket yaitu bisa terjadinya 
kerusakan paket dikarenakan saat proses pengiriman kurir melakukan kesalahan 
berakibat kondisi paket rusak berat. Sehingga mengakibatkan konsumen menjadi 
tidak terima dengan kondisi paket yang ada. Ganti rugi dapat diberikan oleh Pos 
Indonesia apabila terjadi kerusakan paket yaitu dengan cara menggantinya dengan 
uang. Penggantian ganti rugi dilakukan degan cara bernegosiasi agar mecari 
kesepakatan kedua belah pihak. Ganti rugi diusahakan berjalan damai tanpa ada 
lagi yang dirugikan dan tertekan. Dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 37 
UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. 
Oleh karena itu ganti rugi dalam pengiriman paket Pos Indonesia telah 
diatur dalam pasal 31 ayat 1 sampai 6 UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos juga 
dijelaskan bahwa: Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian 
yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan 
Penyelenggara Pos.  Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan 
darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia. Ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan 
antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.  Ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila:  
kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau kerusakan 
terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos. 
Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh 
ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.  Barang yang 
hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara 
Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos. 
Jika ganti rugi yang diberikan oleh Pos Indonesia tersebut di atas pihak 
pengirim masih merasa dirugikan, maka pihak pengirim dapat mengajukan 
gugatan ke Pegadilan Negeri berdasarkan waprestasi karena kelalaian yang 
dilakukan oleh Pos Indonesia. Jika dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Pos 
Indonesia terbukti bersalah maka Pos Indonesia harus bertanggung jawab 
mengganti kerugian berdasarkan degan keputusan hakim. 
Selain wanprestasi jasa pengiriman paket Pos Indonesia juga 
berkemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan 
hukum terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melanggar 
hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam 
melakukan pengiriman paket oleh Pos Indonesia tentu sangat diusahakan secara 
hati-hati, teliti, dan baik sesuai SOP. Tetapi  resiko kerusakan dapat saja terjadi. 
Perbuatan melawan hukum dalam pengiriman paket oleh Pos Indonesia salah satu 
contohnya apabila terjadi kehilangan paket dalam proses pengiriman sehingga 
pengiriman paket tidak sampai ke tempat tujuan, maka pihak Pos Indonesia harus 
bertanggung jawab mengganti kerugian dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan pengiriman di Pos Indonesia. 
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Jika pihak pengirim tidak terima dengan penggantian yang dilakukan oleh 
PoS Indonesia karena masih merasa dirugikan, pihak pengirim dapat megajukan 
gugatan berdasakan perbuatan melawan hukum karena Pos Indonesia tidak 
berhati-hati dalam melakukan pengiriman paket. Jika terbukti demikian Pos 
Indonesia bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dan Pos 
Indonesia harus mengganti kerugian dengan berdasarkan putusan hakim. 
Contoh lain perbuatan melawan hukum dalam pengiriman paket oleh Pos 
Indonesia ialah apabila ada pengirim tidak jujur memberikan informasi tentang isi 
paket yang akan dikirim dan ternyata setelah dicek oleh pihak Pos Indonesia isi 
paket itu adalah barang yang dilarang, maka pihak Pos Indonesia akan 
mengembalikan paket kepada pengirim dan tidak akan megembalikan ongkos 
kirim yang telah dibayarkan oleh pengirim. Namun jika pengiriman paket yang 
berupa barang yang dilarang meganggung pengiriman Pos Indonesia dan Pos 
Indonesia merasa dirugikan, maka Pos Indonesia dapat mengajukan gugatan ke 
Pengandilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum. Jika terbukti 
pengirim bersalah maka pengirim harus mengganti kerugian berdasarkan 
keputusan hakim. 
Kasus lain juga terjadi jika saat paket itu dikirimkan ke tempat tujuan 
kemudian di tegah jalan terjadi gempa, banjir yang mengakibatkan paket hilang 
atau rusak berat, maka disini pihak Pos Indonesia dibebaaskan dari ganti rugi, 
karena kejadian tersebut bukan perbuatan dari pihak Pos Indonesia namun karena 




4.1 Kesimpulan  
Proses Perjanjian Pengiriman Paket antara Pos Indonesia dengan Pengirim 
langkah awal yang dilakukan adalah pengirim datang ke kantor Pos Indonesia 
untuk melakukan pengiriman paket, lalu pengirim mengisi formulir pengiriman 
yang telah disediakan pihak Pos Indonesia. Dalam formulir pengiriman tersebut 
berisikan nama dan alamat pengirim yang wajib diisi, nomor telepon yang dapat 
dihubungi atau email, nama dan alamat penerima paket, nomor telepon yang dapat 
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dihubungi atau email,keterangan isi paket yang wajib diisis antara lain: ( jenis 
barang, jumlah setiap barang, terbuat dari apa, nilainya, harganya, negara pembuat 
barang tersebut, berat barang), tanda tangan pengirim. Langkah kedua saat 
perjanjian dilakukan adalah apabila pengirim setuju atas isi perjanjian tersebut 
maka pengirim dapat menandatangani perjanjian tersebut di kolom tanda tangan. 
Setelah itu maka kedua pihak harus dinyatakan sepakat untuk memenuhi isi 
perjanjian tersebut. Kesepakatan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1320 (1) 
KUHPerdata. Dengan terjadinya kesepakatan tersebut maka timbullah hak dan 
kewajiban. Selanjutnya setelah terjadinya perjanjian maka timbullah hubungan 
hukum antara kedua belah pihak. 
Tanggung jawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum. Contoh kasus wanprestasi dalam pengiriman paket 
yaitu bisa terjadinya kerusakan paket dikarenakan saat proses pengiriman kurir 
melakukan kesalahan berakibat kondisi paket rusak berat. Sehingga 
mengakibatkan konsumen menjadi tidak terima dengan kondisi paket yang ada. 
Ganti rugi dapat diberikan oleh Pos Indonesia apabila terjadi kerusakan paket 
yaitu dengan cara menggantinya dengan uang. Penggantian ganti rugi dilakukan 
degan cara bernegosiasi agar mecari kesepakatan kedua belah pihak. Ganti rugi 
diusahakan berjalan damai tanpa ada lagi yang dirugikan dan tertekan. Dengan 
memperhatikan ketentuan pada pasal 37 UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. 
Jika ganti rugi yang diberikan oleh Pos Indonesia tersebut di atas pihak pengirim 
masih merasa dirugikan, maka pihak pengirim dapat mengajukan gugatan ke 
Pegadilan Negeri berdasarkan waprestasi karena kelalaian yang dilakukan oleh 
Pos Indonesia. Jika dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Pos Indonesia 
terbukti bersalah maka Pos Indonesia harus bertanggung jawab mengganti 
kerugian berdasarkan degan keputusan hakim.  
Sedangkan Contoh lain perbuatan melawan hukum dalam pengiriman 
paket oleh Pos Indonesia ialah apabila ada pengirim tidak jujur memberikan 
informasi tentang isi paket yang akan dikirim dan ternyata setelah dicek oleh 
pihak Pos Indonesia isi paket itu adalah barang yang dilarang, maka pihak Pos 
Indonesia akan mengembalikan paket kepada pengirim dan tidak akan 
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megembalikan ongkos kirim yang telah dibayarkan oleh pengirim. Namun jika 
pengiriman paket yang berupa barang yang dilarang meganggung pengiriman Pos 
Indonesia dan Pos Indonesia merasa dirugikan, maka Pos Indonesia dapat 
mengajukan gugatan ke Pengandilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan 
hukum. Jika terbukti pengirim bersalah maka pengirim harus mengganti kerugian 
berdasarkan keputusan hakim. 
4.2 Saran 
Bagi masyarakat, diharapkan untuk megerti dan memahami apabila terjadi 
sesuatu yang merugikan dalam pengiriman paket, dapat diselesaikan dengan 
kekeluargaan maupun dengan mengajukan gugatan ke Pegadilan Negeri. Bagi 
pengirim, diharapkan untuk mengerti dan memahami hal-hal yang dapat dituntut 
ganti ruginya apabila telah dirugikan dalam proses pengiriman paket.Bagi Pos 
Indonesia, digarapkan untuk megerti dan memahami hal-ha yang harus diberikan 
kepada pengirim apabila telah terjadi wanpretasi ataupun perbuatan melawan 
hukum dalam pengiriman paket. 
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